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Abstrak 
Dalam perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung 
antara PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak, 
pemborong melakukan perjanjian konstruksi sebesar 3 milyar dengan PT. 
Mumpuni dalam pembangunan Gedung Kesehatan Rawat Inap RSUD Sukoharjo 
milik RSUD Sukoharjo. Setelah keduanya melakukan perjanjian kerjasama, PT. 
Mumpuni melakukan pengambil alihan proyek pembangunan gedung secara 
sepihak dan mengakibatkan pemborong menggalami kerugian dengan total nilai 
kerugian sebesar 410.615.125 juta rupiah. Pemborong kemudian mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan meminta hakim untuk menyatakan 
bahwa PT. Mumpuni telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian, menentukan putusan, dan akibat hukum dalam perkara perbuatan 
melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis yaitu metode pendekatan yang 
dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa menggunakan studi 
kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif yakni gambaran yang jelas dan 
lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data guna 
memecahkan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian ini adalah dalam 
menentukan pembuktian, hakim mempertimbangkan gugatan penggugat, jawaban 
tergugat dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. dalam mementukan 
putusan, hakim mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya  unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH 
Perdata. Akibat hukum setelah adanya putrusan hakim dalam perkara perbuatan 
melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak bagi tergugat I adalah berkewajiban 
secara sukarela untuk menjalankan seluruh putusan hakin yang dijatuhkan 
kepadanya dan apabila  tidak melaksanakan putusan hakim tersebut, maka 
Penggugat  dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi 
agar dapat melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 
 
Kata Kunci: Proses penyelesaian perkara, perbuatan melawan hukum, 
pembangunan gedung yang diambil secara sepihak. 
 
Abstract 
In the case of unlawful acts on the implementation of building construction 
between PT. Mumpuni and the unilaterally acquired contractor, the contractor 
undertakes a construction agreement of 3 billion with PT. Mumpuni in the 
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construction of Inpatient Health Building RSUD Sukoharjo RSUD Sukoharjo. 
After they have entered into a cooperation agreement, PT. Mumpuni take the 
takeover of building construction project unilaterally and resulted in generator 
menggalami losses with a total loss of 410.615.125 million rupiah. The contractor 
then filed a lawsuit to the Sukoharjo District Court and asked the judge to state 
that PT. Mumpuni has committed an act against the law. This study aims to 
explain the judges' considerations in determining the verification, determining 
decision, and legal consequences in case of unlawful acts on the implementation 
of building construction between PT. Mumpuni and unilaterally taken over. The 
method used in this research is juridical approach method with descriptive 
research type. The conclusion of this research is in determining the verification, 
the judge considering the plaintiff's lawsuit, the defendant's answer and the 
evidence presented in the hearing. in determining the verdict, the judge considers 
whether or not the elements of unlawful acts are included in Article 1365 of the 
Civil Code. The legal consequences after the existence of the judge's decision in 
the case of unlawful acts on the implementation of building construction between 
PT. A qualified person and contractor who is unilaterally taken to the defendant I 
is obliged voluntarily to carry out all decisions of the hakin handed down to him 
and if he does not enforce the judgment, the Plaintiff may request to the District 
Court to execute in order to carry out a judgment with a permanent legal action.  
 
Keywords: Settlement process, unlawful action, and takeover of building 
construction project unilaterally 
 
1. PENDAHULUAN 
Menurut R. Subekti, perjanjian didefinisikan sebagai suatu peristiwa 
dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan 
antara dua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan sesuatu perikatan antara dua orang yang 
membuatnya.
1
 Sedangkan definisi perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, 
adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat dalam menimbulkan akibat hukum. Artinya, kedua pihak tersebut sepakat 
dalam menentukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengikat mereka untuk 
dilaksanakan dan dipatuhi. Namun pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara 
para pihak tidak jarang terjadi sengketa bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah 
litigasi akibat sengketa yang terjadi di antara kedua pihak dan tidak menemukan 
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titik temu. Bentuk-bentuk sengketa yang dapat timbul dari sebuah perjanjian 
adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.  
Dalam perkara ini, pemborong melakukan perjanjian konstruksi sebesar 3 
milyar dengan PT. Mumpuni dalam pembangunan Gedung Kesehatan Rawat Inap 
RSUD Sukoharjo milik RSUD Sukoharjo yang dibiayai menggunakan Dana 
APBD oleh Pemkab Sukoharjo. Perjanjian kerja sama pembangunan gedung 
tersebut ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014. Namun dalam proses 
berjalannya pembangunan gedung, terjadi kendala karena pemborong harus 
mengeluarkan dana pribadi sendiri untuk keperluan pembangunan gedung, 
padahal dari pihak PT. Mumpuni sudah mendapat uang muka dari pihak RSUD 
namun dana tersebut tidak diberikan kepada pemborong, sehingga mengakibatkan 
kerugian materiil bagi pemborong. Pemborong merasa dirugikan sebab dana yang 
diterima dari PT. Mumpuni lebih kecil dibanding dana pribadi yang pemborong 
keluarkan untuk pembangunan gedung, yang mengakibatkan pemborong 
mengalami kerugian sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Kemudian ditambah 
lagi, secara sepihak dan tanpa hak dan melawan hukum, PT. Mumpuni tanpa 
persetujuan pemborong mengambilalih pekerjaan konstruksi yang masih dalam 
wewenang pemborong, dan pihak RSUD pun mengetahui hal tersebut namun 
diam saja.  
Berdasarkan hal tersebut, maka pemborong mohon kepada Pengadilan 
Negeri Sukoharjo menyatakan bahwa tindakan PT. Mumpuni merupakan 
perbuatan melawan hukum, dan menyatakan kesepakatan nilai kontrak kerja 
konstruksi cacat hukum, serta menghukum PT. Mumpuni dan Pihak RSUD untuk 
membayar kepada penggugat seluruh kerugian materiil sebesar 410.615.125 juta 
rupiah.  
Secara konsepsional, perjanjian kerjasama pembangunan gedung 
merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak berkepentingan dalam hal 
bekerja sama untuk memperoleh tujuan masing-masing. Bahwa bentuk perjanjian 
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Atas kerugian materiil tersebut maka penggugat mengajukan gugatan 
kepada Pengadilan negeri dan meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa 
tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berdasar pada Pasal 
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan 
melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan 
orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.
3
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk 
meneliti lebih lanjut mengenai “Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas 
Pelaksanaan Pembangunan Gedung antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang 
Diambil Alih Secara Sepihak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri)”.  Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas 
pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong yang 
diambil alih secara sepihak, (2) Bagaimana hakim dalam menentukan putusan 
perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara 
PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak dan (3) 
Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan hakim dalam perkara perbuatan 
melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap 
perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara 
PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak (2) Untuk 
mendeskripsikan hakim dalam menentukan putusan atas perbuatan melawan 
hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
                                                 
2Zainal Asikin, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan 
Infrastruktur Publik,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No.1, (Februari, 2013), hlm. 59-60 
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pemborong yang diambil alih secara sepihak dan (3) Untuk menjelaskan tentang 
akibat hukum setelah adanya putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan 
hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak. Dan manfaat penelitian ini adalah 
dapat membantu serta memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat 
dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai penyelesaian 
perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara 
PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak, sehingga 
penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti dan peneliti selanjutnya. 
 
2. METODE 
Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
yuridis. Pendekatan yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara mengkaji dan menganalisa menggunakan studi kepustakaan yakni berasal 
dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder.
4
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dan penjelasan terkait dengan 
obyek yang diteliti, yakni mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan 
melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak. Data pada penelitian ini data 
sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode 
pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Setelah semuanya terkumpul 
kemudian dilakukan analisis data, adapun metode analisis data yang dilakukan 
Penulis dengan menggunakan metode analisis logika deduktif untuk menarik 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian terhadap Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung 
antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak 
Dalam menentukan putusan hakim, hakim terlebih dulu harus 
memperhatikan isi gugatan dan pembuktian dari penggugat untuk membuktikan 
gugatannya. Inti gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
Penggugat bersama dengan tergugat melakukan kerjasama pembangunan 
gedung RSUD Sukoharjo dimana penggugat dalam hal ini berkedudukan sebagai 
subkontraktor dan tergugat sebagai pemborong pemenang lelang pem,bangunan 
gedung RSUD Sukoharjo. Proyek pembangunan gedung tersebut senilai 
Rp3.073.000.000,00. Kerjasama antara keduanya diperkuat dengan dibuatnya 
perjanjian kerjasama antara kedua pihak yakni penggugat dan tergugat I. Pada 
pertengahan proses pembangunan gedung tergugat I kemudian mengambil alih 
pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat secara sepihak. Karena perbuatan 
tergugat I, penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 410.615.125,00-. 
Penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa tergugat I melakukan 
perbuatan melawan hukum karena mengambil alih secara sepihak dan 
menyebabkan kerugian materiil bagi penggugat. Penggugat untuk menguatkan 
gugatannya mengajukan alat bukti surat berupa dokumen-dokumen Surat 
Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 
Penggugat dengan Tergugat I di Sukoharjo, Time Schedulle yaitu surat jadwal 
waktu pekerjaan Kontruksi dari Pengawas mengenai tingkat kemajuan (Progress) 
pekerjaan konstruksinya yang menerangkan pada level 32,5%, pembukuan 
mingguan dan mengajukan tiga orang saksi yang ketiganya memberikan 
keterangan yang sama. 
Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh gugatan penggugat 
kecuali yang diakui kebenarannya. Tergugat I membantah dalil gugatan 
Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan tanpa 
7 
sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat. Segala hal yang dilakukan tergugat 
I dalam pekerjaan kontruksi tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat. 
Tergugat I membantah bahwa Tergugat I telah mengambil alih pekerjaan 
pengecoran Tergugat I secara sepihak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan 
Penggugat karena keduanya telah mengadakan pertemuan dengan Penggugat 
untuk membicarakan tentang teguran dari Tergugat II dan PPKOM kepada 
Tergugat I atas keterlambatan pekerjaan konstruksi gedung RSUD Sukoharjo 
yang dikerjakan oleh Penggugat dan untuk menyampaikan bahwa Tergugat I 
dikenai denda atas keterlambatan pengerjaan konstruksi tersebut dan telah 
dibayarkan oleh Tergugat I.  Bantahan Tergugat I ini dibuktikan dengan Surat 
tanda setoran pembayaran denda keterlambatan penyerahan pekerjaan, Surat tanda 
setoran pembayaran denda kelebihan pembayaran atas konsep hasil pemeriksaan 
BPK RI untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian 
Gedung Kesehatan (gedung rawat inap kelsa III) kegiatan penambahan ruang inap 
Rumah Sakit (VVIP,VIP,kelas I, kelas II, dan III (K-3) SKPD RSUD kabupaten 
Sukoharjo. 
Pentingnya pembuktian dalam perkara perdata turut diperkuat dengan 
ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUH Perdata 
menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebut 
suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus 
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pembuktian yang diajukan oleh 
penggugat dan Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata, yang 
menyebutkan bahwa alat bukti meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, sumpah. 
Pembuktian yang dilajukan oleh Tergugat I tidak mampu membuktikan bahwa 
Tergugat I memberikan dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang 
dikerjakan oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Saksi yang dihadirkan oleh 
Tergugat I yakni Tugiman, Ardhian dan Budiarto ketiganya tidak memberikan 
kesaksian yang selaras, sehingga kurang mampu untuk menguatkan dalil bantahan 
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Tergugat I bahwa Tergugat I tidak mengakibatkan kerugian finansial Penggugat 
dan tidak melakukan pengambil alihan secara sepihak. 
Berdasarkan analisa diatas maka hakim meyakini kebenaran pembuktian 
yang diajukan oleh Penggugat karena bantahan yang diajukan oleh Tergugat I 
tidak terbukti. Kesimpulan hakim dalam pembuktian yang diajukan oleh pihak 
Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang disampaikan 
di persidangan, hakim menyimpulkan dan memutuskan pihak Penggugat yang 
menang dan pihak Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara 
PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak berdasarkan 
keyakinan hakim dan penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang telah 
disampaikan di persidangan, bahwa Tergugat I melakukan kesalahan berdasarkan 
bukti berupa Surat Pertanggungjawaban No.026, Surat Pertanggungjawaban 
No.063 dan Surat Pertanggungjawaban No.116 bahwa Tergugat I sebagai 
direkturPT. Mumpuni telah dibayar oleh Tergugat II dan Turut Tergugat namun 
Tergugat I terlambat menyelesaikan pembangunan gedung rawat inap RSUD 
Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan bukti berupa surat perjanjian antara 
Penggugat dan Tergugat I tidak mengakibatkan Tergugat II dan Turut Tergugat 
harus bertanggung jawab kepada Penggugat.   
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan dalam Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung 
Antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak 
Sebelum menentukan putusan hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 
melakukan pertimbangan tentang hukumnya dimulai dari mempertimbangkan 
surat gugatan dari penggugat. Dalam hal ini, majelis hakim merasa bahawa 
gugatan penggugat telah jelas dan terpisah antara wanprestasi dengan Perbuatan 
Melawan Hukum, meskipun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan 
Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalil gugatan Penggugat dengan tegas 
diuraikan secara terpisah maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan 
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demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 bahwa wanprestasi adalah genus 
spesifik dari Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum dapat digabung dengan Wanprestasi. 
Majelis hakim dalam menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan 
melawan hukum harus mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para 
pihak. Untuk dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 
syarat yakni memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana 
diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yakni: 
1. Adanya kesalahan pelaku baik sengaja (wilfull) atau karena kelalaian 
(neglience). 
Tergugat I terbukti melakukan kesalahan dan melakukan perbuatan 
yang tidak layak atau tidak semestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan kontrak yang dibuat antara tergugat I dengan Pejabat 
Pembuat komitmen, Tergugat I tidak diperbolehkan sebagai pemenang 
lelang tender proyek pekerjaan pembangunan gedung rawat inap 
memasukkan sub kontrak didalam kegiatan tersebut, namun dalam 
kenyataannya PT. MUMPUNI (dalam hal ini Tergugat I) telah 
memasukkan sub kontrak saudara Penggugat dengan tidak menyebutkan 
identitas asal pihak sub kontrak tanpa sepengetahuan dan seizin dari 
PPKOM sebagaimana diatur didalam kontrak. 
b. Tergugat I melakukan kesalahan karena telah mengambil alih pekerjaan 
konstruksi secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari 
Penggugat sementara Tergugat I menggunakan bahan-bahan material 
milik Penggugat.  
2. Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan pelaku. 
Tergugat I terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian karena: 
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a. Tergugat I tidak merinci secara detail dan tidak transparan mengenai 
pengeluaran dan pemasukan dana proyek konstruksi pembangunan gedung 
RSUD Sukoharjo sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar 
RP. 410.615.125,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu 
seratus dua puluh lima rupiah). 
b. Pengambil alihan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Tergugat I 
menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Pernggugat tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas 
Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim 
memutuskan sebagai berikut: 
a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
b. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang tanpa hak dan 
melawan hukum yang secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa 
persetujuan Penggugat telah mengambilalih pekerjaan konstruksi (proyek) 
tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas) 
Penggugat, sehingga menimbulkan kerjasama antara Penggugat dengan 
Tergugat I terhenti, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige 
daad); 
c. Menyatakan menurut hukum Kesepakatan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi 
(Nilai Proyek) antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi 
(kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub 
kontraktor) yang tertuang dan telah ditandatangani dalam surat (draft) 
kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 tersebut adalah cacat 
hukum. 
d. Menyatakan menurut hukum surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 
1 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi 
(kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub 
kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan 
tidak berlaku lagi; 
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e. Menyatakan menurut hukum Kontrak Kerja Konstruksi antara Tergugat I 
selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku 
Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dalam Surat 
Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 tersebut adalah cacat 
hukum. 
f. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 
Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi 
(kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub 
kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan 
tidak berlaku lagi; 
g. Menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang dialami, 
diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 410.615.125,00-  
(empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh 
lima rupiah); 
h. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seluruh 
kerugian materiil sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta 
enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah); 
i. Menolak gugatan selain dan selebihnya 
j. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 
1.559.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).  
3.3 Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Hakim dalam Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung 
antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak 
 Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis 
oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan 
di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui 
proses dan prosedur hukum acara perdata yang bertujuan untuk menyelesaikan 
suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para 
pihak yang bersengketa. Putusan hakim memiliki akibat hukum bagi para pihak 
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yang bersengketa. Akibat hukum bagi Tergugat I adalah berkewajiban secara 
sukarela untuk menjalankan seluruh putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya. 
Apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan hakim tersebut, maka Penggugat 
dalam meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Eksekusi 
dapat berarti pelaksanaan yakni menjalankan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini yaitu Pasal 195 
HIR / 207 RBG dan Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBG, Pasal 225 HIR/Pasal 259 
R.Bg tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 




Pertama, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian terhadap 
Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung 
antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak. 
Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan 
melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. mumpuni dan 
pemborong yang diambil alih secara sepihak adalah mempertimbangkan isi 
gugatan penggugat, alat bukti yang diajukan oleh penggugat, jawaban tergugat 
dan alat bukti yang diajukan oleh tergugat. Pentingnya pembuktian dalam perkara 
perdata turut diperkuat dengan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau 
Pasal 1865 KUH Perdata. Pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan 
Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata. 
Pembuktian yang dilajukan oleh Tergugat I tidak mampu membuktikan 
bahwa Tergugat I memberikan dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi 
yang dikerjakan oleh Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Saksi yang 
dihadirkan oleh Tergugat I tidak memberikan kesaksian yang selaras, sehingga 
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kurang mampu untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat I bahwa Tergugat I 
tidak mengakibatkan kerugian finansial Penggugat dan tidak melakukan 
pengambil alihan secara sepihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim 
memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan 
Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.  
Kedua, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan dalam Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung Antara PT. 
Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak. 
1. Adanya kesalahan pelaku baik sengaja (wilfull) atau karena kelalaian 
(neglience). Tergugat I terbukti melakukan kesalahan dan melakukan 
perbuatan yang tidak layak atau tidak semestinya. 
2. Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan pelaku. Tergugat I terbukti melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat sebesar Rp. 410.615.125,00-. 
Ketiga, Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Hakim dalam Perkara 
Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung antara PT. 
Mumpuni dan Pemborong yang Diambil Alih Secara Sepihak. Putusan hakim 
memiliki akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akibat hukum bagi 
Tergugat I adalah berkewajiban secara sukarela untuk menjalankan seluruh 
putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya. Apabila Tergugat I tidak 
melaksanakan putusan hakim tersebut, maka Penggugat dalam meminta kepada 
Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Eksekusi dapat berarti pelaksanaan 
yakni menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
4.2 Saran 
Kepada Masyarakat  Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak 
sebaiknya bersifat transparan, sehingga tidak menimbulkan perkara atas hubungan 
kerjasama tersebut. Majelis hakim dalam memutus perkara harus memiliki 
keyakinan dan mempertimbangkan tentang pembuktian yang dihadirkan di 
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persidangan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dapat memutus perkara 
berdasar atas alasan-alasan yang jelas mengenai hukumnya. 
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